
PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

NOMOR 64 TAHUN 2016 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

KECAMATAN DAN KELURAHAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 



: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5401); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana teiah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tcntang perubahan kedua atas Undang-Undang Nom01 
23 Tahun :2014 Tcntang Pemerintahan Daerah [Lernbaran · 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor _ 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ 
5679); 

: a. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja pcrangkat daerah dan unit kerja dibawahnya 
ditctapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
huruf a, rnaka perlu mernbentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fu ngsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Kolaka Timur. 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Mcngingat 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DAN KELURAHA1' 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPAT! K.I\BUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 64 TAHUN 2016 

BUPATI KOL/\KA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN 

--· 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari 

Kabupaten Koiaka Timur yang dipimpin oleh Camat. 
6. Carnal adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kolaka 

Timur. 
7. Sekretariat Kecarnatan adalah Sekretariat 

Lingkup Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANlSAS!, TUOAS DAN PUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARlAT KECAMATAN DAN KBLURAHAN KABUPATEN 
KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

4. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014_ 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 
2005 tcntang Kclurahan (Lembaran Negara Republ_ik 
Indonesia T'ahu n 2005 Nomor 159, Tambahan Lernbai an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588); .. 

6. Pcraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2008 tentang Kccamatan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826); 

7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'l'ahun 2016 Nomor 114). 

8. Peraturan Mcnteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik 
Indonesia Nomor 14 tentang Pedoman Nomenklatur 
Kecamatan Daerah Provinsi dan Kecamatan Daeral; 
Kabupaten/Kota; 

9 Peraturan Daerah Kabupatcn Kolaka Timur Nomor 21 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
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Menetapkan 



i 

peraturan 
J 

urusan 

pcrunclang-undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

( l) Tipc perangkat daerah sebagaimana 
Pasal 3, diklasifikasikan atas Kecamatan tipe Adan tipe B. 

(2) Penentuan tipe Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten 
Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan 
masyarakat desa atau kelurahan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan 
pemerintahan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan kctentuan . 

Nomenklatur pcrangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah Kecamatan dan Kelurahan lingkup Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 3 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Dacrah 

BAB I! 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

.,. 
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Pcrangkat Daerah Kabupaten yang mclaksanakan urusan 
pernerintahan di bidang pelayanan publik dan pemberdayaan 
rnasyarakat diwadahi dalam bentuk Kecamatan dan 
Kelurahan. 

8. Kelurahan 1:ierupakan perangkat kecamatan yang 
dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian 
tugas Camat. . ·-· 

9. Lurah adalah Lurah dalarn wilayah Kecainatan lingkup ! 
Kabupatcn Kolaka Timur. 

10. Jabatan fungsional adalah sekelornpok jabatan yang 
bcrisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tenentu pada lingkungan Sekretariat 
Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten 
Kolaka Timur. 



(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk 
untuk mernbantu atau melaksanakan sebagian tugas 
Camat. 

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), dipirnpin 
oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku f 
perangkat Kccamatan dan bertanggu ng jaw ab kepada , 
Camat. 

(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. Kecamatan Mowcwe rneliputi Kclurahan lnebenggi, 

Kelurahan Horodopi dan Kelurahan Woitombo; 
b. Kecamatan Tirawuta meliputi Kelurahan Rate-Rate dan 

Kelurahan Tababu; 

Bagian Kedua 
Kelurahan 

Pasal 6 

( 1) Kecarnatan merupakan perangkat Daerah sebagai 
pclaksana teknis kewilayahan yang mernpunyai wilayah 
kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pclayanan publik dan 
pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten 
Kolaka Timur; 

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sckretaris Daerah; 

(3) Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri 
atas: 
a. Kccamatan Mowewe; 
b. Kccamatan Tirawuta: 
c. Kecamatan Tinondo; 
d. Kecamaran Lalolae; 
c. Kecamatan Loea; 
f. Kecarnat.an Dangia; 
g. Kecamatan Lambandia; 
h. Kecamatan Poli-polia; 
i. Kecamatan Ladongi; 
j. Kecamatan Uluwoi; 
k. Kecarnatan Ueesi; 
l. Kecamatan Aere. 

.,· 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kecamatan 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! 
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(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas: 
a. Kecamatan Tipe A; 
b. Kecamatan Tipe B. 

(2) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tcrdiri atas : 
a. Carnat; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pernerintahan dan Pelayanan Umum; 
ct. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 
f. Seksi Pernberdayaan Masyara.kat dan Desa; 
g. Scksi Ketentrarnan dan Ketertiban Umum; 
h, Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (2), tcrcantum dalam Lampiran I 
Pcraturan ini. 

(4) Susunan organisasi Kecamatan tipe B sebagaimana 
dima.ksud pada ayat ( l) huruf b, terdiri atas : 
a. Camat; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pernerintahan dan Pelayanan Umum; 
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
e. Scksi Pemberdayaan Masyara.kat dan Kesejahteraan 

Rakyat; 
f. Scksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
g. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Kecamatan dan Kelurahan 

c. Kecamatan Tinondo melipu ti Kelurahan Tinengi; 
ct. Kecamatan Lalolae meliputi Kelurahan Lalolae; 
e. Kecamatan Loea meliputi Kelurahan Simbalae dan 

Kelurahan Loea; 
f. Kecamatan Dangia; 
g. Kccamat.an Lambandia meliputi Kelurahan Penanggo 

Jaya; 
h. Kecarnatan Poli-polia meliputi Kelurahan Poli-polia; 
1. Kecamatan Ladongi meliputi Kelurahan Raraa, 

Kelurahan Ladongi Jaya, Kelurahan Atula dan 
Kelurahan Welala; 

J. Kecamata.n Uluwoi meliputi Kelurahan Sanggona; 
k. Kecamata.n Ueesi; 
!. Kecarnatan Acre. 

- ::> - 



( 1) Carnat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat i ( 1) . 
huruf a, mempunyai tugas : 
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 1 
b. rnengoordinasikan kegiatan pernberdayaan masyarakat; 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban urnum; 
d. mengoordinasikan pcnerapan dan penegakan 

peraturan daerah dan peraturan bupati; 
e. mengoordinasikan perneliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 
f. mcngoordinasikan pcnyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di 
tingkat kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 
desa dan atau/kelurahan; 

h. rnelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah yang tidak 
dilaksanakan oleh unit kerja pcrangkat daerah yang 
ada di kecamatan; 

i, rnelaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 1 
Bagian Kesatu 

Kecamatan Tipe A 

BAB Ill 
TUGAS DAN FUNGSI 

( 1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas : 
a. Lurah; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban; 
d. Seksi Ekonomi dan Pernbangunan; 
e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat; 
f. Kelornpok .Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan stru ktur organisasl Kelurahan 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. 

Pasal 8 

(5) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan ini. 
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[ i) Sckretariat terdiri atas : . 
a. Sub Bagian Pcrcncanaan dan Keuangan; 
b, Sub Bagian Umum clan Kepegawaian: 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpir; 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa1 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengumpulan bahan dan petunjuk tcknis pelaksanaan 

urusan kesekretariatan kecamatan; 
b. penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan 

urusan kesekretariatan kecamatan; 
c. pelaksanaan koorclinasi teknis penyelenggaraan rencana 

dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap 
satuan kcrja lingkup sekretariat kecamatan serta terhadap 
satuan kerja Jain ditingkat kecamatan; 

d. pelaksanaan rencana clan program kegiatan operasional 
kesekretariatan kecamatan serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk terhadap sub-sub bagian yang ada 
dibawahnya dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan 
kecamatan; 

e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
denga.n tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

.. 
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pag<:1 .. 

ayat (1), Carnat melaksanakan tugas yang dilirnpahkau 
oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(3) Carnat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud - 
pada ayat (l), dibantu oleh perangkat kecamatan. 

- 7 - 

' I I 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu 
penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, 
serta pelayanan administrasi terhadap perangkat 
Kccamatan, sesuai rencana dan program kegiatan yang 
telah ditetapkan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekrctaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepacla Camat. 



(1) Seksi Kcsejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu 
camat daJam menyiapkan bahan penyusunan program 'dari 
rnclaksanakan kesejahteraan rakyat. 

Pasal 16 

Bagian Kelima 
Seksl Kesejahteraan Rakyat 

(I) Scksi Ekonomi dan Pernbanguan mempunyai tugas 
rnernbantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan di wilayah 
kccamatan, sesuai rcncana dan program kegiatan yang 
telah ditetapkan. 

(:2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

Pasal 15 

Bagian Keempat 
Seksi Ekonomi dan Pcmbanguan 

(1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mernpunyai 
tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahl:!1 
perurnusan kebijakan, pc!aksanaan, cvaluasi dan pelapoi an 
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dan urusan 
pelayanan urnum sesuai rencana dan program kegiatan 
yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh I 
Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab j 
kepada Camat. f 

Pasal 14 1 

Bagian Ketiga 
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Urnurn 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas mernbantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan 
kesekretariatan kecamatan di bidang perencanaan i dan 
keuangan. 

(2) Sub Bagian lJmum dan Kepegawaian sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, rnempunyai 
tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan u~usan 
kesekretariatan kecamatan di bidang umum 'dan 
kepegawaian. 
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Pasal 13 



penegakan ct. mengoordinasikan penerapan dan 
peraturan daerah dan peraturan bupati; 

(1) Carnat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
huruf b, mernpunyai tugas : 
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyaraka.t; 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum; 

Paragraf 2 
Bagian Kesatu 

Kecamatan Tipe 8 

(2) Seksi Ketentrarnan clan Ketertiban Umum mempunyai 
tuga.s memba.ntu Camat dalarn menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan urusan pernerintahan dan 
ketentrama.n dan ketertiban di wilayah kecamatan, sesuai 
rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh -. ' 
Kepala Seksi yang berada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

Pasal 18 

Bagian Keenam 
Seksi Ketentraman ctan Ketertiban Umum 

Pasal 19 

j 

( l) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mernpunyai 
tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan urusan pernberdayaan 
masyarakat dan desa di wilayah kecamatan, sesuai 
rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada cli bawah dan bertariggung jawab 
kepada Camat. 

Pasal 17 

Bagian Keenam 
Seksi Pcm berdayaan Masyarakat dan Desa 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olel::' 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
Pasal 20 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan 

urusan kesekretariatan kecamatan; 
b. penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan 

urusan kesekretariatan kecamatan; l 
c. pclaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana 

dan program kegiatan kesekretariatan kecamatan terhadap 
satuan kerja lingkup sekretariat kecarnatan serta terhadap 
satuan kerja lain ditingkat kccamatan; 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam 
penyelenggaraan Daerah yang dilimpahkan oleh · Bupati, 
serta pelayanan adrninistrasi terhadap perangk~ 
Kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan y~ ~· . -· .. 
telah ditetapkan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Carnat. 

Pasal 20 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 21 

c. rnengoordinasikan pemcliha.raan prasarana dan sar~a. 
pelayanan umum; 

f. mcngoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pernerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di 
tingkat kccamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 
desa dan atau/kelurahan; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah yang tidak 
dilaksanakan oleh unit kcrja perangkat daerah yang 
ada di kecarnatan; 

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( i), Camat melaksanakan tugas yang dilirnpahkan 
oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(3) Camat dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dibantu oleh perangkat kecamatan. 
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(1) Seksi Pernerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai 
tugas membantu Ca.mat dalam menyiapkan bahan - 
perurnusan kebija.ka.n, pelaksa.naan, evaluasi , ctaA 
pelaporan penyelenggaraan pemerintaha.n kecamatan, da.n 
urusan pelayanan umum sesuai rencana clan program 
kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2} Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

Bagian Ketiga 
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mernpunyai 
tugas mernbantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan 
kesekretariatan kecamatan di bidang perencanaan dan 
keuangan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian seb~ai~~a 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mernpunyai 
tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan .,.. 
kesekretariatan kecamatan di bidang um um I dan 
kepegawaian. 

Pasal 23 

( I] Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
I.!. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

(2) Sub Bagian sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah .dan 
bertariggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 22 

Pasal 24 

d. pelaksanaan rencana dan program kegiatan operasional 
kesekretariatan kecamatan serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk terhadap sub-sub bagian yang. ada 
dibawahnya dala.m pelaksanaan urusan kesekretariatan 
kecamatan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

.,· 
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( lJ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum rnernpunyai 
tugas mcrnbantu Camat dalarn menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
ketentrarnan dan ketertiban di wilayah kecamatan, sesuai 
rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan. 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
kepala seksi yang berada 'di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

Bagian Keenam 
Seksi Ketentraman dan Kctcrtiban Umum 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Rakyat mempunyai tugas membantu camat 
menyiapkan bahan pcrumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di. 
wilayah kecarnatan, sesuai rencana dan program l<:~giatag. 
yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

Pasal 26 

Bagian Kelima 
Seksi Pernberdayaan Masyarakat 

da.n Kesejahteraan Rakyat 

( l) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas 
membantu camat dalarn rncnyiapkan bahan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan urusan ekonorni dan pernbangunan di 
wilayah kecamatan, sesuai rencana dan program kegiatan 
yang telah ditetapkan. 

(2J Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), di pimpin oien 
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung ja~a~ 
kepada Camat. 

Pasal 25 

Bagian Keempat 
Seksi Ekonomi dan Pembanguan 

• 12 · 

Pasal 27 



Pasal 30 

Bagian ketiga 
Seksi Pemerintahan, Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

(1) Sekretariat mempunyai tugas membant.u lurah dalam 
penyelenggaraan pemerintaha.n kelurahan serta pelayanan 
administrasi aparatur ditingkat kelurahan, sesuai rencana 
dan program, kegiatan y~g telah ditetapkan, . J. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipi~pin 
oleh Sckretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepa.da Lurah. 

(1) Scksi Pernerintahan, Ketentrarnan dan Ketertiban Umum 
mempunyai tugas membantu Lurah dalam rnenyiapkan 
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum 'di 
wilayah kelurahan, sesuai rencana dan program kegiatan 
yang telah ditetapkan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang be rad a di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Lurah. · 

Bagian kedua 
Sekretariat 

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Lurah 
rnernpunyai tugas mcmbantu camat dalarn : 
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kclurahan: 
b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat; 
c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 
ct. memelihara ketentraman dan ketertiban umum; 
e. mernelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

umum; J 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; 
g. melaksanakan tugas Jain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

_ ...... 

Pasal 28 

Paragraf 3 
Bagian Kesatu 

Kelurahan 

- 13 - 

Pasal 29 



• 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan Iungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keah!iannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan 
atau/Lurah. 

Pasa.134 

melaksanakan sebagian 
keahliannya. 

Pasa.133 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

tug as 
bidang 

Fungsional mempunyai 
tugas teknis sesuai 

Jabata.n Kelornpok 

Pasal 32 

Dagian Kelima 
Seksi Pernberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat 

( 1) Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat! 
mempunyai tugas mernbantu lurah dalam menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan 
pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat di wilayah 
kelurahan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah 
ditetapkan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Scksi yang berada di bawah da.n bertanggung jawab 
kepada Lurah. 

( 1) Scksi Ekonorni dan Pembangunan mernpunyai tugas .. -~ . 
mcmbantu Lurah dalam mcnyiapkan bahan perumusan 
kebijakan clan pelaksanaan urusan ekonorni dan 
pembangunan di wilayah kelurahan sesuai rencana clan 
program kegiatan yang telah ditctapkan. , """""'= 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin' oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab . 
kepada Lurah. 

Bagian Keempat 
Seksi Ekonorm dan Pembangunan 

- 14 - 
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Setiap laporan yang diterima oleh camat dan atau/Iurah dai:_i 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai . bahan . 
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 39 

Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala 
Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab pada atasa.nnya masing-masing 
menyampaikan laporan berkala tcpat pada waktunya. 

Ca.mat dan atau/Lurah mernirnpin da.n mengoordinasikan 
bawahannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta 
petu njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal37 

Ca.mat dan atau/ l.urah wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
kctentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 38 

PasaJ 36 

( 1) Dalarn rnelaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris carnal, 
Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
Jainnya scsuai dengan tugas pokok masing-masing. 

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan 
kecamatan dan /atau kelurahan wajib melaksanakan 
pengawasan melekat. 

Pasa135 

BABIV 
TATA KERJA 

.,· 

(3) .Jumlah .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan d~~ :beb.d(i 
kerja. 

[4) Jenis Jabata.n Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

- 15 - 
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(l) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam 
jabatan struktural di Kecamatan dan atau/Kelurahan 
lingkup Pemerintah Daerah, berpedoman pada peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh 
Sekretaris Daerah. 

(3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh 
Carnat melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Carnat merupakan jabatan eselon Illa 
administrator. 

(5) Sekretaris Camat pada Kecamatan Tipe A 
jabatan eselon Illb atau jabatan administrator. 

(6) Sekretaris Camat pada Kecarnatan Tipe B, Lurah ~ d~ 
Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon 
JVa atau jabatan pengawas, 

(7) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan 
dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan · jabatan 
eselon lvb atau jabatan pengawas. · 

(8) Pejabat eselon JV dilingkungan Kecamatan dan . atau/ 
Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Camat melalui Sekretaris Daerah. 

(9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan* 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 42 

8ABV 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan 
atau/Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan 
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 41 

(1) Dalam hal Camat dan atau/Lurah berhalangan, Seki etaris 
Camat dan atau/Sekretaris Lurah mela.kukan tugas-tugas 
Camat dan atau/Iurah sesuai dengan perundang 
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam ha! Sckrctaris Camat dan atau/Sekrctaris Luran 
berhalangan Camat dan atau/Lurah dapat menunjuk 
Kepala Seksi yang mcrnbidangi tugas tersebut untuk 
mewakili Camat dan atau /Lurah. 

Pasal 40 

- 16 - 



SURYA HATTA AMRA , 'H .• LLM 
Pembina, Gol. IV/ a 

198003 ! 7 200003 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
KEP BAGJAN HUKUM, 

...--,. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 64 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATl::N KOLA!(A TIMUR, 

Diunclangka.n cli Ttrawuta 
Pada tanggal Desember 2016 

TONY H ERB!ANSY AH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada ta.nggal 7 Desember 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengunclangan Peraturan Da.era.h ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 43 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 
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TONY HERBIANSYAII 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

OESA 

................................... 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 8. 

DESA 

KESEJAHTERAAM 
RAKYAT 

Ka Seksi Ka Seksi 

Pembina, Gol. IV /a 
19800317 200003 l 00 l 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEE' L.~IAN HUKUM, " --.,, 

KELURAHAN 

EKONOMI 8 
PEMBANGUNAN 

PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN 

UMUM 

Ka Seksi Ka. Seks 

Ka. Subag. 
PERENCANAAN s 

KEUANGAN 

Ka Subag 
UMUM& 

KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

CA MAT 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
KECAMAT AN TIPE A 

LAMPIRAK I : PER .. TURAN BUPATI KABUPATEN KOL!IKA TIMUR 
NOMOR : 64 TAHUN 2016 
TENTANG : KEDUDUKAI'<, SUSUNAN ORGANISASJ, TUG!IS DAN 

FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAIII ' & 
KELURAHAN KABUPATEN KOJ..IIKA TIMUR. 



' , 

LLM 

TONY HERBIANSYAH 

ltd 

BUPATI KOLAl(A TIMUR, 

DESA 

.................................. : 

KETENTRAMAN s 
KETERTIBAN 

UMUM 

Ka. Seksi Ka. Seksi 

PEMBER DAY AAN 
MASYAR~.KAT s 

KESRA 

Pembina, Go!. IV /a 
l 9800317 200003 1 001 

Salman sesuai dcngan aslinya 
KEPALA BAG IAN HUKUM. 

KELURAHAN 

EKONOM! & 
PEMSANGUNAN 

PEMERINTAHAN 
& PELAYANAN 

UMUM 

Ka. sexst Ka. Seks.i 

Ka. Subag. 
UMUM& 

KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

CAtv1AT 

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! 
KECAMATAN TIPE B 

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAJ\ 
FUNGSl, SER'T'A TATA KERJA KECAMATAN & 
l<ELURAHAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR. ! 

i ., 

TENTANG 

LAMPIRJ'.N ll : PERATURAN BUPATl KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR : 64 TAHUN 2016 



Pembina. Col. IV /a 
19800317 200003 1 001 

LLM 

Salman sesuai dengan aslinya 
KEPJ\LA BAGL'\N HUKUM, 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

EKONOMI& 
PEMBANGUNAN 

PEMERINTAHA"~. 
KETENTRAMAN s 

KETERTINBAN UMUM 

Ka. Seksi Ka. Selcsi Ka. Seksi 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIS 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKA T & 
KESSJAHTERAAN 

RAKYAT 

LU RAH 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
KELURAHAN 

TEN'I'AKG 

BUPATJ KOLAKA TIMUR, 

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
F'UNGSI, SERTA TATA KE:RJA KECAMATAN 
KELURAHAN KADUPATEN KOl.AKA TIMUR 

l.AMPIRAN :Ii : PERA'I'URAN BUPATI KABV?ATEN KOLAKA TIMUK 
NOMOR : 64 TAHUN 2016 




